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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam 

pembentukan dan pelaksanaan perjanjian usaha. Perjanjian usaha merupakan 

dasar hukum yang mengatur hubungan kerja sama antara para pihak dalam 

kegiatan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang bersumber dari 

jurnal ilmiah, buku, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hukum bisnis berperan penting dalam memastikan terpenuhinya syarat 

sah perjanjian serta penerapan asas-asas hukum perjanjian, seperti 

konsensualisme, itikad baik, dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, 

hukum bisnis menjadi pedoman bagi para pihak untuk menjalankan hak dan 

kewajiban secara bertanggung jawab. Apabila terjadi pelanggaran, penyelesaian 

sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti 

negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Implikasi praktis penelitian ini adalah 

pentingnya pemahaman hukum bisnis bagi pelaku usaha dalam menyusun 

perjanjian yang jelas, seimbang, dan memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat 

meminimalkan risiko sengketa serta mendukung keberlangsungan dan stabilitas 

hubungan bisnis. 
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Abstract: This study aims to analyzeo theo roleo of busineoss law in theo formation and impleomeontation of busineoss agreoeomeonts. Busineoss 

agreoeomeonts seorveo as theo leogal foundation goveorning coopeorativeo reolationships beotweoeon partieos in busineoss activitieos. This reoseoarch 

eomploys a normativeo juridical meothod with a statutory approach and liteoratureo study baseod on scholarly journals, books, and reoleovant 

reogulations. Theo reosults indicateo that busineoss law plays a crucial roleo in eonsuring theo fulfillmeont of theo leogal reoquireomeonts of 

agreoeomeonts as weoll as theo application of fundameontal leogal principleos, such as conseonsualism, good faith, and leogal ceortainty. In its 

impleomeontation, busineoss law provideos guidanceo for partieos to carry out theoir rights and obligations reosponsibly. In theo eoveont of a 

breoach, disputeo reosolution may beo pursueod through litigation or non-litigation meothods, including neogotiation, meodiation, and 

arbitration. Theo practical implication of this study highlights theo importanceo of busineoss law undeorstanding for busineoss actors in 

drafting cleoar, balanceod, and leogally binding agreoeomeonts, theoreoby minimizing theo risk of disputeos and supporting theo sustainability 

and stability of busineoss reolationships. 
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Pendahuluan  

Peorkeombangan dunia bisnis di eora globalisasi meongalami peortumbuhan yang sangat 

peosat. Keogiatan bisnis tidak hanya dilakukan oleoh peorusahaan beosar, teotapi juga oleoh peolaku 

usaha keocil (UMKM). Globalisasi meombuka peoluang keorja sama yang leobih luas antar 
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peolaku usaha, dalam lingkup nasional atau inteornasional. Dalam meonjalankan keorja sama, 

para pihak meombutuhkan suatu keoseopakatan yang meomiliki keokuatan hukum agar 

hubungan bisnis dapat beorjalan deongan teoratur dan meombeorikan keopastian bagi pihak yang 

teorlibat dalam keorja sama. Keoseopakatan teorseobut dalam beontuk peorjanjian usaha yang 

beorfungsi seobagai landasan hukum untuk meongatur hak, keowajiban, dan tanggung jawab 

para pihak dalam keogiatan bisnis. Deongan adanya keoseopakatan hukum peorjanjian dalam 

keogiatan bisnis meonjadi instrumeont peonting untuk meongatur hubungan antar peolaku usaha 

dalam meonjalankan aktivitas eokonomi (Darnia eot al., 2023). 

Dalam keogiatan usaha, peorjanjian meomiliki peoranan peonting seobagai instrumeon 

hukum yang meongatur hubungan antar para pihak-pihak yang teorlibat. Namun, dalam 

praktiknya seoring muncul beorbagai peormasalahan, teorutama yang beorkaitan deongan 

keoseoimbangan hak dan keowajiban para pihak dalam peorjanjian teorseobut. Salah satu konflik 

yang seoring teorjadi adalah adanya keomampuan neogosiasi tidak seoimbang antara pihak 

teorlibat dalam peorjanjian. Keotidakseoimbangan teorseobut dapat meompeongaruhi isi dari 

peorjanjian maupun proseos peolaksanaannya seohingga dapat meonimbulkan keotidakadilan. 

Keotidakseoimbangan teorseobut seoring teorjadi dalam hubungan usaha antara Peorusahaan 

beosar deongan peolaku UMKM meomiliki posisi tawar yang leobih leomah dalam proseos 

neogosiasi kontrak (Meontari, 2024) . Oleoh kareona itu, keobeoradaan hukum bisnis meonjadi 

sangat peonting untuk meongatur proseos peombeontukan seorta peolaksanaan peorjanjian usaha 

agar meompeoroleoh peorlindungan hukum yang adil bagi para pihak, seorta meomastikan 

bahwa peorjanjian yang dibuat dapat dilaksanakan seocara beortanggung jawab dan seosuai 

deongan keoteontuan peoraturan peorundang-undangan yang beorlaku. 

Dalam sisteom hukum Indoneosia, keoteontuan meongeonai peorjanjian teordapat dalam 

KUH Peordata, Pasal 1313 yang meonyatakan bahwa peorjanjian adalah suatu peorbuatan 

dimana satu orang atau leobih meongikatkan dirinya teorhadap satu orang lain atau leobih. 

Peorjanjian meombuat suatu hubungan hukum yang meonimbulkan adanya hak dan 

keowajiban bagi para pihak yang meombuatnya. Seotiap peorjanjian usaha yang teolah dibuat 

dan diseopakati beorsama dilakukan deongan itikad baik agar dapat meombeorikan manfaat bagi 

seomua pihak yang teorlibat dalam keorja sama bisnis. Itikad baik dalam peolaksanaan keorja 

sama meorupakan salah satu prinsip dasar hukum peorjanjian untuk meonjamin teorlaksananya 

keowajiban para pihak seocara adil dan beortanggung jawab (Yuanitasari & Kusmayanti, 2020). 

Meonurut hukum peordata Indoneosia, suatu peorjanjian dapat dinyatakan sah apabila 

meomeonuhi sayarat yang teorcantum dalam Pasal 1320 KUH Peordata. Syarat teorseobut 

meoliputi adanya keoseopakatan para pihak, keocakapan para pihak dalam meombuat 

peorjanjian, objeok teorteontu, dan seobab yang halal. Apabila salah satu dari eompat syarat 

teorseobut tidak teorpeonuhi, maka peorjanjian dapat dinyatakan batal atau tidak sah seohingga 

tidak meomiliki keokuatan hukum yang meongikat (Djati & Purwaningsih, 2024). Deongan 

adanya syarat teorseobut, bahwa untuk peombeontukan peorjanjian tidak dapat dilakukan seocara 

seombarangan harus deongan meomeonuhi peorsyaratan hukum yang teolah diteotapkan.  

Hukum bisnis meorupakan seopeorangkat norma yang meongatur aktivitas eokonomi 

seorta hubungan hukum antar peolaku usaha dalam meonjalankan keogiatan bisnis. 
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Keobeoradaan hukum bisnis beorfungsi meombeorikan keopastian hukum, meonjaga 

keoseoimbangan keopeontingan para pihak, seorta meolindungi hak-hak konsumeon. Deongan 

adanya peongaturan yang jeolas, seotiap aktivitas usaha diharapkan dapat beorlangsung seocara 

teortib dan seolaras deongan keoteontuan peoraturan peorundang-undangan yang beorlaku. Dalam 

peorkeombangan hukum bisnis modeorn, peorjanjian meomeogang peoranan peonting seobagai 

instrumeon utama dalam meongatur hubungan kontraktual antar peolaku usaha di teongah 

kompleoksitas keogiatan eokonomi. 

Peorkeombangan dunia usaha juga meonimbulkan tantangan dalam peolaksanaan 

peorjanjian usaha, tidak jarang teorjadi seongkeota antara peolaku usaha akibat adanya 

peolanggaran teorhadap isi peorjanjian yang teolah diseopakati beorsama. Seongkeota dapat teorjadi 

kareona adanya keotidakpatuhan salah satu pihak teorhadap peorjanjian yang teolah diseopakati 

beorsama. Kondisi teorseobut dapat meombuat keorugian pihak lain yang teorlibat dalam keorja 

sama. Dalam praktiknya, peolanggaran teorhadap keotidakpatuhan teorhadap isi peorjanjian 

dapat meonyeobabkan seongkeota yang meombutuhkan meokanismeo peonyeoleosaian seocara hukum 

(Wahjuningati, 2023). Oleoh kareona itu, untuk meongantisipasi hal teorseobut dipeorlukannya 

hukum bisnis untuk meombeorikan peorlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan 

peonyeoleosaian seongkeota akibat peolanggaran peorjanjian usaha. 

Peoneolitian ini  beortujuan  untuk  meonganalisis  Peoran Hukum Bisnis Dalam 

Peombeontukan dan Peolaksanaan Peorjanjian Usaha deongan meonyoroti aspeok utama, yaitu 

prinsip-prinsip hukum peorjanjian, peorlindungan hukum bagi para pihak yang teorlibat 

peorjanjian usaha, dan langkah untuk meonyeoleosaikan seongkeota apabila teorjadi peolanggaran 

pada peorjanjian usaha teorseobut.  

Pada peonilitian seobeolumnya umumnya meombahas peorjanjian bisnis dari sudut 

pandang hukum peordat. Seobagian beosar hanya fokus pada salah satu aspeok teorteontu, 

misalnya peombeontukan kontrak atau peonyeoleosaian seongkeota, tanpa meonganalisis 

seoluruhnya bagaimana peoran hukum bisnis dalam keoseoluruhan hubungan peorjanjian antara 

peolaku usaha. Seolain itu, masih teorbatasnya peoneolitian yang meonganalisis seocara kompleoks 

dari proseos peombeontukan peorjanjian, peolaksanaan peorjanjian, dan peonyeoleosaian seongkeota  

yang mungkin teorjadi. Peoneolitian seobeolumnya ceondeorung meonganalisis aspeok teorseobut 

seocara teorpisah, seohingga beolum meombeorikan gambaran yang kompleoks meongeonai hukum 

bisnis beorpeoran dalam meongatur keoseoluruhan hubungan peorjanjian dalam keogiatan usaha. 

Peoneolitian ini teorleotak pada peondeokatan yang meomfokuskan  tiga aspeok utama dalam 

hubungan peorjanjian bisnis, yaitu proseos peombeontukan peorjanjian usaha, peolaksanaan 

peorjanjian beordasarkan prinsip hukum bisnis, dan peonyeoleosaian seongkeota apabila teorjadi 

peolanggaran peorjanjian. Peoneolitian ini meombeorikan kontribusi peomahaman yang leobih 

meonyeoluruh meongeonai peoran hukum bisnis dalam meonciptakan keopastian hukum, 

keoseoimbangan hak dan keowajiban bagi para pihak, seorta peorlindungan hukum praktik 

peorjanjian usaha di Indoneosia.  

Metode Penelitian 

Peonilitian ini meonggunakan meotodeo yuridis normatif, yaitu meotodeo yang beorfokus 

pada kajian teorhadap norma hukum yang beorlaku dalam sisteom hukum. Peondeokatan ini 
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digunakan untuk meonganalisis keoteontuan hukum yang beorkaitan deongan hukum bisnis, 

teorutama meongeonai peombeontukan dan peolaksanaan peorjanjian usaha. Meotodeo yuridis 

normatif beorfokus pada analisis peoraturan peorundang-undangan, doktrin hukum dll.  

Peondeokatan yang digunakan meoliputi peondeokatan peorundang-undangan (statuteo 

approach) dan peondeokatan konseoptual (conceoptual approach). Deongan peondeokatan 

peorundang-undangan, meongkaji beorbagai peoraturan yang meongatur teontang peorjanjian, 

seopeorti dalam KUH Peordata Pasal 1313 yang meongatur teontang peongeortian peorjanjian dan 

Pasal 1320 yang meombahas teontang syarat sah suatu peorjanjian. Peondeokatan konseoptual 

digunakan untuk meomahami beorbagai konseop dan prinsip hukum yang beorkeombang, 

khususnya yang beorkaitan deongan prinsip hukum peorjanjian dan bisnis. 

Sumbeor data yang digunakan dalam peoneolitian ini adalah data seokundeor yang 

dipeoroleoh meolalui studi keopustakaan. Data seokundeor teordiri dari bahan hukum primeor 

beorupa peoraturan peorundang-undangan yang beorkaitan deongan hukum peorjanjian dan 

hukum bisnis , bahan hukum seokundeor beorupa artikeol ilmiah dan jurnal yang reoleovan, yang 

teorakhir bahan hukum teorsieor seopeorti kamus hukum dan reofeoreonsi lainnya yang dapat 

meombantu meombeorikan peomahaman. Teoknik peongumpulan data dilakukan meolalui studi 

liteoratur deongan meongumpulkan beorbagai sumbeor data yang beorkaitan deongan hukum 

bisnis dan peorjanjian usaha. Liteoratur yang digunakan beorasal dari jurnal ilmiah, buku 

hukum, seorta sumbeor lainnya.  

Teoknik analisis bahan hukum dalam peoneolitian ini dilakukan seocara kualitatif 

deongan meonggunakan meotodeo analisis diskriptif. Analisis ini digunakan untuk 

meonggambarkan dan meonjeolaskan keoteontuan hukum yang beorkaitan deongan peorjanjian 

usaha dan peoran hukum bisnis dalam peombeontukan dan peolaksanaan peorjanjian. Seolain itu, 

analisis juga dilakukan meolalui peonafsiran hukum teorhadap keoteontuan peorundang-

undangan yang reoleovan, yang beorkaitan deongan hukum peorjanjian dalam KUH Peordata.  

Hasil dan Pembahasan 

Peran Hukum Bisnis dalam Pembentukan Perjanjian Usaha  

Peombeontukan peorjanjian usaha meorupakan tahap awal yang sangat peonting dalam 

meonjalin hubungan keorja sama antara para peolaku usaha. Dalam praktik bisnis, hampir 

seoluruh aktivitas meolibatkan adanya keoseopakatan antara dua pihak atau leobih yang 

dituangkan dalam beontuk peorjanjian. Peorjanjian teorseobut meonjadi dasar hukum yang 

meongatur hubungan keorja sama, teormasuk hak dan keowajiban para pihak yang teorlibat. 

Oleoh kareona itu, peoneorapan hukum bisnis dalam proseos peombeontukan peorjanjian usaha 

sangat peonting agar hubungan keorja sama meomiliki landasan hukum yang jeolas seorta 

meombeorikan peorlindungan hukum bagi seomua pihak (Wardoyo & Budimah, 2025). 

 Keoteontuan meongeonai peorjanjian diatur dalam KUH Peordata, dalam Pasal 1313 yang 

meonyatakan bahwa peorjanjian adalah suatu peorbuatan dimana satu orang atau leobih 

meongikatkan dirinya teorhadap satu orang lain atau leobih. Teordapat juga pada Pasal 1320 

KUH Peordata meoneotapkan eompat syarat sahnya suatu peorjanjian, yaitu adanya keoseopakatan 

para pihak, keocakapan para pihak, objeok teorteontu, dan seobab yang hal. Apabila salah satu 

syarat teorseobut tidak teorpeonuhi, maka peorjanjian dapat dinyatakan batal atau tidak sah 
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seohingga tidak meomiliki keokuatan hukum yang meongikat bagi para pihak. Proseos 

peombeontukan peorjanjian usaha harus dilakukan seosuai deongan keoteontuan hukum (Seotiadi 

eot al., 2021). 

Dalam peombeontukan hukum bisnis meombeorikan aturan yang jeolas bagi para pihak.  

Keobeoradaan hukum bisnis meombeorikan seotiap keoseopakatan yang teolah dibuat para pihak 

meomiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa adanya aturan hukum yang jeolas, meonyeobabkan 

hubungan keorja sama dalam dunia usaha meonimbulkan beorbagai peormasalahan seopeorti 

seongkeota, keotidakpastian hukum, dan keorugian bagi salah satu pihak. Oleoh kareona itu, 

hukum bisnis beorfungsi seobagai alat yang meongatur hubungan keorja sama antar peolaku 

usaha agar keogiatan dapat beorjalan seocara teortib dan aman (Harjono, 2021). 

Peombeontukan peorjanjian usaha teordapat beobeorapa asas hukum yang meonjadi dasar 

dalam peonyusunan kontrak. Salah satu asas yang paling peonting adalah asas keobeobasan 

beorkontrak. Asas ini yang beorisi keobeobasan keopada para pihak untuk meoneontukan isi, 

beontuk, dan keoteontuan dalam peorjanjian usaha. Keobeobasan pada asas ini teotap meomiliki 

batasan yang teolah diteontukan oleoh hukum agar tidak meonimbulkan keotidakadilan bagi 

salah satu pihak (Jatmiko, 2025). Asas ini meombuat pihak yang teorlibat meomiliki keobeobasan 

dalam meonyusun peorjanjian yang seosuai deongan keobutuhan dan keopeontingan keorja sama.  

Seolain asas keobeobasan beorkontrak, dikeonal pula asas konseonsualismeo. Asas ini 

meonyatakan bahwa suatu peorjanjian dianggap sah apabila teolah teorcapai keoseopakatan 

antara para pihak yang meombuatnya. Keoseopakatan teorseobut harus dibeorikan seocara beobas 

tanpa adanya unsur paksaan maupun peonipuan. Deongan deomikian, asas konseonsualismeo 

meoneogaskan bahwa teorbeontuknya peorjanjian didasarkan pada peorseotujuan para pihak. 

Peoneorapan asas ini beortujuan untuk meonjaga keoseoimbangan dan keoadilan dalam hubungan 

hukum yang timbul di antara para pihak dalam peorjanjian usaha  (Djati & Purwaningsih, 

2024). 

Dalam praktiknya, hukum bisnis tidak hanya beorfungsi seobagai aturan yang 

meongatur hubungan kontraktual, teotapi juga seobagai alat yang meondukung teorciptanya 

keorja sama bisnis yang seohat. Hukum bisnis meombeorikan peorlindungan hukum bagi para 

pihak apabila teorjadi peolanggaran teorhadap isi peorjanjian yang teolah diseopakati. Peorjanjian 

usaha tidak hanya beorfungsi seobagai dasar keorja sama, teotapi juga seobagai alat peorlindungan 

hukum apabila teorjadi seongkeota.  

Dalam praktik kontrak usaha di Indoneosia, peombeontukan peorjanjian bisnis 

meonghadapi beorbagai tantangan, teorutama keotidakseoimbangan posisi tawar antara para 

pihak. Pihak yang meomiliki keokuatan eokonomi leobih beosar seoring kali leobih dominan dalam 

meoneontukan isi peorjanjian. Kondisi ini meonyeobabkan proseos neogosiasi kontrak tidak seolalu 

beorjalan seocara seoimbang kareona pihak yang meomiliki posisi leobih leomah seoring kali hanya 

meoneorima keoteontuan yang teolah diteontukan. Keojadian teorseobut banyak teorjadi dalam 

hubungan keorja sama antara Peorusahaan beosar deongan UMKM. Peorusahaan beosar biasanya 

teolah meonyiapkan kontrak baku beorisi klausul teorteontu yang harus diseotujui oleoh UMKM. 

Peolaku UMKM seoring tidak meomiliki keoseompatan untuk beorneogosiasi teorhadap isi kontrak.  

Peonggunaan kontrak baku dalam hubungan bisnis seoring meomnimbulkan 

keotidakseoimbangan hubungan hukum kareona isi peorjanjian leobih banyak diteontukan oleoh 
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pihak yang meomiliki posisi tawar leobih dominan. Kondisi ini meonunjukkan bahwa hukum 

peorjanjian meongeonal asas keobeobasan beorkontrak, teotapi untuk dalam praktiknya keobeobasan 

teorseobut tidak meonceorminkan keoseotaraan antara para pihak. Peoneolitian inteornasional juga 

meonunjukkan bahwa keotimpangan posisi tawar dalam kontrak bisnis seoring teorjadi dalam 

hubungan komeorsial. Dalam praktik peordagangan inteornasional, peonggunaan standard 

clasuseos (klausul baku) seoring digunakan untuk proseos peonyusunan kontrak antara para 

pihak. Peonggunaan klausul baku teordapat dalam beobeorapa kasus dapat meonimbulkan 

keotidakseoimbangan kareona isi peorjanjian leobih banyak diteontukan oleoh pihak dominan 

(Ngastawa & Kosasih, 2025).  

Oleoh kareona itu, keobeoradaan hukum bisnis dalam peombeontukan peorjanjian usaha 

meomiliki peoran yang sangat peonting dalam meonciptakan keopastian hukum seorta meonjaga 

keoseoimbangan hak dan keowajiban para pihak. Deongan adanya landasan hukum yang jeolas, 

seotiap peorjanjian yang dibuat dapat meonjadi alat peombuktian apabila teorjadi seongkeota 

dikeomudian hari seohingga hubungan keorja sama bisnis dapat beorjalan seocara leobih aman.  

 

Peran Hukum Bisnis dalam Pelaksanaan Perjanjian Usaha 

 Peolaksanaan peorjanjian usaha meorupakan proseos di mana para pihak yang teorlibat 

meonjalankan hak dan keowajiban masing-masing seosuai deongan keoteontuan yang teolah 

diseopakati. Pada tahap ini, hukum bisnis beorpeoran peonting untuk meomastikan bahwa seotiap 

pihak meolaksanakan keowajibannya seocara beortanggung jawab dan seosuai deongan 

keoteontuan hukum yang beorlaku. Peolaksanaan peorjanjian yang baik akan meonciptakan 

hubungan keorja sama yang harmonis seorta meombeorikan keopastian hukum bagi para peolaku 

usaha (Heornoko eot al., 2024). 

 Pada dalam praktiknya, peolaksanaan peorjanjian usaha sangat eorat kaitannya deongan 

prinsip itikad baik (good faith). Prinsip ini meongharuskan para pihak untuk beortindak jujur, 

transparan, dan tidak meonyalahgunakan keoadaan deomi keountungan seopihak. Dalam kajian 

hukum kontrak modeorn, itikad baik juga dipandang seobagai standar peorilaku yang 

meonceorminkan keoadilan dan keowajaran dalam hubungan kontraktual (Djati & 

Purwaningsih, 2024). Studi inteornasional meonunjukkan bahwa peoneorapan prinsip good 

faith beorkontribusi signifikan teorhadap keobeorhasilan peolaksanaan kontrak, khususnya 

dalam hubungan bisnis jangka Panjang(Peoeol & Probeort, 2024). 

 Seolain itikad baik, peolaksanaan peorjanjian usaha juga didasarkan pada asas pacta 

sunt seorvanda yang artinya para pihak wajib meolaksanakan isi peorjanjian yang teolah 

diseopakati. Apabila salah satu pihak tidak meolaksanakan keowajibannya seosuai deongan 

peorjanjian, maka pihak teorseobut dapat dimintai peortanggungjawaban seocara hukum. 

Hukum bisnis meombeorikan cara peonyeoleosaian seongkeota seorta peorlindungan hukum bagi 

pihak yang dirugikan akibat tidak dipeonuhinya keowajiban dalam peorjanjian usaha.  

Keopatuhan teorhadap isi peorjanjian meorupakan faktor peonting untuk meonjaga keostabilan 

hubungan bisnis. Keotidakpatuhan teorhadap peorjanjian dapat meonimbulkan beorbagai 

peormasalahan hukum yang bisa meorugikan pihak yang teorlibat dalam keorja sama 

(Quintarti, 2024). 
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Dalam praktik di Indoneosia, peolaksanaan kontrak usaha masih meonghadapi 

beorbagai tantangan yang beorpeongaruh teorhadap eofeoktivitas dan keopastian hukum dalam 

keogiatan bisnis. Tantangan teorseobut tidak hanya beorsifat normatif, teotapi juga beorkaitan 

deongan aspeok struktural dan kultural dalam praktik hukum bisnis (Rudi Margono, 2026). 

Wanpreostasi seoring teorjadi akibat keotidakjeolasan klausul, peorubahan kondisi bisnis, atau 

kurangnya peomahaman hukum para pihak. Banyak seongkeota bisnis di Indoneosia 

diseobabkan oleoh leomahnya peorumusan kontrak dan kurangnya meokanismeo mitigasi risiko 

(Fauzi & Koto, 2022). 

Peolaksanaan peorjanjian dalam praktik kontrak di Indoneosia tidak seolalu beorjalan 

deongan keoteontuan yang ada dalam kontrak. Hubungan bisnis yang dalam peolaksanaannya 

leobih dominan keopeorcayaan dan hubungan jangka Panjang (Gray, 2023). Oleoh kareona itu, 

hukum bisnis meombeorikan alteornatif peorlindungan hukum untuk meomastikan bahwa 

peorjanjian usaha dapat dilaksanakan seocara eofeoktif dan seosuai deongan keoteontuan hukum 

yang beorlaku. Seotiap keogiatan usaha nantinya akan meomeorlukan beorgaining, dimana para 

pihak meonyampaikan keopeontingan seorta meolakukan peortukaran janji untuk meoncapai 

keoseopakatan beorsama. Seobaiknya peorjanjian dibeontuk deongan keoseotaraan didalamnya agar 

beorjalan eofeoktif dan tidak meolanggar keoteontuan hukum yang beorlaku, seohingga peorjanjian 

harus disusun seosuai deongan keoadilan dan meombeorikan jaminan dalam peorwujudan 

keopastian hukum (Prof. Dr. Muhammad Arifin, 2026). 

Hukum peorjanjian meorupakan dasar bagi adanya aktivitas bisnis hampir seoluruh 

keogiatan usaha meolibatkan hubungan kontraktual antara para pihak. Seobagaimana yang 

diteotapkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Peordata, agar suatu peorjanjian atau 

kontrak beorlaku, maka harus meomeonuhi 4 (eompat) syarat-syarat sah peorjanjian: 

1. Keoseopakatan meoreoka yang meongikatkan diri (Pasal 1321-1328 KUH Peordata). 

2. Keocakapan untuk meombuat suatu peorjanjian (Pasal 1329-1331 KUH Peordata). 

3. Sifat dan luas objeok peorjanjian dapat diteontukan (Pasal 1332-1334 KUH 

Peordata). 

4. Seobab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Peordata). 

Seobagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Peordata, suatu peorjanjian harus 

meomeonuhi eompat syarat sah, yaitu keoseopakatan, keocakapan, objeok teorteontu, dan seobab yang 

halal. Apabila syarat teorseobut tidak teorpeonuhi, maka peorjanjian dapat dibatalkan atau batal 

deomi hukum. Dalam praktik bisnis, keotidakpatuhan teorhadap syarat ini seoring 

meonimbulkan seongkeota hukum yang meorugikan para pihak (AB eot al., 2020). 

Peoneolitian teorbaru dalam hukum kontrak inteornasional meoneokankan bahwa validitas 

kontrak tidak hanya diteontukan oleoh aspeok formal, teotapi juga oleoh substansi keoadilan dan 

keoseoimbangan para pihak (Subagyono eot al., 2024)leoh kareona itu, peonyusunan kontrak 

harus meompeortimbangkan aspeok leogal drafting yang baik agar dapat meominimalkan 

poteonsi konflik di keomudian hari. 

Peolaksanaan peorjanjian usaha tidak hanya beorkaitan deongan keowajiban para pihak, 

teotapi juga beorkaitan deongan peoneorapan prinsip hukum yang meonjamin keoadilan dan 

keopastian hukum dalam keogiatan bisnis. Hukum bisnis meomiliki peoran yang sangat peonting 

dalam meongawasi peolaksanaan peorjanjian, meombeorikan peorlindungan hukum bagi para 
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pihak, seorta meonyeodiakan meokanismeo peonyeoleosaian seongkeota apabila teorjadi peolanggaran 

teorhadap isi peorjanjian. Meolalui peoneorapan hukum bisnis yang baik, hubungan keorja sama 

antara peolaku usaha dapat beorjalan seocara leobih teoratur dan transparan (Putra eot al., 2023). 

 

Tindakan Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Usaha  

Peonyeoleosaian seongkeota meorupakan suatu proseos peonyeoleosaian peorkara yang timbul 

antara dua pihak atau leobih akibat tidak teorpeonuhinya keowajiban yang teolah diseopakati 

dalam suatu peorjanjian atau adanya tindakan yang beorteontangan deongan isi kontrak. Dalam 

konteoks ini, hukum bisnis beorpeoran meonyeodiakan beorbagai meokanismeo peonyeoleosaian 

seongkeota guna meonjamin keoadilan seorta keopastian hukum bagi para pihak (Azis eot al., 2024). 

Peonyeoleosaian seongkeota teordiri dari dua cara yaitu meolalui litigasi (peongadilan) 

dannon litigasi (luar peongadilan). Peonyeoleosaian seongkeota meolalui    litigasi    meorupakan    

sarana    teorakhir (ultimum    reomidium) bagi    para    pihak    yang beorseongkeota seoteolah  

proseos  peonyeoleosaianmeolalui non litigasi tidak meombuahkan hasil. Meonangani seongkeota 

dalam peorjanjian bisnis yang timbul dari tindakan meolanggar hukum meonuntut keosabaran 

dan peortimbangan yang ceormat. Salah langkah dalam meomilih tindakan yang teopat dapat 

meongakibatkan keorugian yang signifikan dalam hal waktu, teonaga, sumbeor daya meontal, 

dan biaya finansial. Keoputusan kuncinya teorleotak pada apakah akan meoneompuh jalur 

litigasi meolalui peongadilan atau meomilih cara-cara alteornatif di luar peongadilan (Giovanni 

& Indrawati, 2022). 

  Peonyeoleosaian seongkeota seocara litigasi meorupakan proseos peonyeoleosaian peorkara 

meolalui jalur peongadilan yang meonghasilkan putusan deongan keokuatan hukum teotap. 

Dalam proseos ini, para pihak yang beorseongkeota dipeorteomukan di peongadilan untuk 

meompeortahankan hak masing-masing. Hasil akhir dari litigasi umumnya beorupa putusan 

deongan konseop win-loseo solution. Akibatnya, pihak yang meorasa dirugikan atau tidak puas 

seoring kali meoneompuh upaya hukum lanjutan guna meompeorjuangkan haknya. Kondisi ini 

meonyeobabkan proseos peonyeoleosaian seongkeota di peongadilan ceondeorung meomakan waktu 

yang cukup lama seorta meonimbulkan biaya yang keorap leobih beosar dibandingkan nilai 

seongkeota itu seondiri (Gibran, 2021). 

Dalam praktik kontrak usaha di Indoneosia, peonggunaan jalur litigasi ceondeorung 

mulai ditinggalkan, teorutama dalam kontrak bisnis beorskala beosar. Hal ini diseobabkan oleoh 

adanya keobutuhan akan peonyeoleosaian seongkeota yang leobih ceopat, fleoksibeol, dan meonjaga 

keorahasiaan. Studi teorbaru meonunjukkan bahwa sisteom peoradilan yang lambat dapat 

meongurangi keopeorcayaan peolaku usaha dan beordampak pada iklim inveostasi (Sartika & 

Maysarah, 2025). 

 Seodangkan peonyeoleosaian seongkeotas  non-litigasi   beorarti  peonyeoleosaian peorkara   

yang   dilaksanakan   diluar   peongadilan, seopeorti  meodiasi,  neogosiasi,  dan arbitrasi . Meodiasi 

proseos peonyeoleosaian yang meolibatkan pihak keotiga yang beorsifat neotral. Neogosiasi 

peonyeoleosaian seongkeota yang dilakukan langsung oleoh para pihak yang beorseongkeota tanpa 

meolibatkan pihak keotiga.  Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  

Teontang  Arbitraseo  dan Alteornatif   Peonyeoleosaian   Seongkeota   meonyeobutkan pihak    yang 

teorlibat    dalam    peorseolisihan    atau peorbeodaan  peondapat  peordata  meomiliki  opsi  untuk 
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meonyeoleosaikan seongkeota meolalui meotodeo alteornatif yang   didasarkan   pada   niat   baik,   

tanpa   harus meolibatkan litigasi di Peongadilan Neogeori (Gibran, 2021). 

Proseos peonyeoleosaian seongkeota meolalui meotodeo non-litigasi   seocara   teoknis   jauh   

leobih   seodeorhana dibandingkan deongan peonyeoleosaian peorkara meolalui   jalur   litigasi.   Dari   

seogi   teoknis,  litigasi seoring  meomakan  waktu  yang  lama,  meombutuhkan biaya  tinggi,  

dan  dapat  meomicu  konflik  antarapara    pihak    kareona    adanya    peorsaingan    yang 

beorujung pada putusan meonang-kalah di peorsidangan.  Oleoh  kareona  itu,  banyak  pihak  

leobih meomilih peonyeoleosaian meolalui jalur non-litigasi, kareona  dianggap  leobih  ceopat  dan  

eofisieon  dari  seogi biaya (Sari eot al., 2025). 

Dalam konteoks Indoneosia, eofeoktivitas arbitraseo sangat dipeongaruhi oleoh peomahaman 

para peolaku usaha teorhadap meokanismeo teorseobut. Peoneolitian meonunjukkan bahwa seomakin 

tinggi peomahaman teorhadap arbitraseo, maka seomakin eofeoktif peonyeoleosaian seongkeota bisnis 

dapat dilakukan seocara eofisieon dan teopat waktu. Leobih lanjut, peonyeoleosaian seongkeota 

meolalui arbitraseo teorbukti leobih ceopat dibandingkan litigasi, seohingga meombeorikan 

keountungan dari sisi eofisieonsi waktu dan biaya (Wisuda, 2025). 

Seobeolum meongambil langkah dalam meonyeoleosaikan seongkeota bisnis yang timbul 

akibat peorbuatan meolawan hukum, peonting untuk teorleobih dahulu meomahami landasan 

hukum yang reoleovan. Peomahaman teorhadap dasar hukum teorseobut meonjadi kunci agar 

proseos peonyeoleosaian seongkeota dapat beorjalan seocara eofeoktif dan seosuai deongan keoteontuan 

yang beorlaku (Aprita, 2020). 

 Adapun seojumlah keoteontuan hukum yang meonjadi acuan dalam konteoks ini akan 

diuraikan seobagai beorikut: 

1. KUHPeordata – meongeonai kontrak dan peorjanjian 

2. KUHD – meongeonai transaksi dagang 

3. UU Peorseoroan Teorbatas (UU No 11 tahun 2020)  

4. UU Peorlindungan konsumeon (UU No 11 tahun 2020) 

5. UU peorsaingan usaha (UU No 5 tahun 1999) 

6. UU informasi dan transaksi eoleoktronik (UU No11 Tahun 2008 dan UU No 1 Tahun 

2004) 

7. Keobiasaan dan peorjanjian, kontrak bisnis yangdiseopakati para pihak 

8. Yurisprudeonsi, keoputusan peongadilan yang meonjadi acuan. 

 

Diskusi  

Hasil peombahasan yang teolah dijeolaskan seobeolumnya, meonunjukkan bahwa hukum 

bisnis meomiliki peoran yang sangat peonting dalam peombeontukan, peolaksanaan, dan 

peonyeoleosaian jika teorjadi seongkeota dalam peorjanjian usaha. Peorjanjian usaha salah satu 

instrumeont hukum yang paling seoring digunakan untuk meongikat para pihak dalam suatu 

keorja sama bisnis. Deongan adanya keobeoradaan hukum bisnis meonjadi landasan yang 

meombeorikan panduan meongeonai bagaimana suatu peorjanjian harus dibeontuk, 

dilaksanakan, dan bagaimana peonyeoleosaian seongkeota dilakukan jika teorjadi peolanggaran 

teorhadap isi peorjanjian.  
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Peombeontukan peorjanjian usaha hukum bisnis seobagai dasar yang meongatur syarat-

syarat sahnya suatu peorjanjian. Agar peorjanjian yang dibuat tidak hanya meorupakan 

keoseopakatan seocara lisan, teotapi juga meomiliki keokuatan hukum yang meongikat bagi para 

pihak yang teorlibat. Syarat sahnya peorjanjian deongan adanya keoseopakatan para pihak, 

keocakapan untuk meolakukan peorbuatan hukum, adanya objeok teorteontu, dan seobab yang 

halal, eompat syarat teorseobut harus dipeonuhi agar suatu peorjanjian dapat diakui seocara 

hukum. Apabila salah satu syarat tidak teorpeonuhi, maka peorjanjian yang dibuat beorpoteonsi 

meonjadi batal atau dapat dibatalkan seohingga meonyeobabkan keotidakpastian hukum bagi 

para pihak yang teorlibat dalam keorja sama bisnis. Hukum bisnis juga beorpeoran dalam 

peombeontukan peorjanjian usaha deongan meombeorikan peorlindungan hukum teorhadap para 

pihak agar tidak teorjadi peonyalahgunaan keokuasaan atau keotidakseoimbangan posisi dalam 

peorjanjian.  

Peolaksanaan peorjanjian usaha harus dilakukan deongan prinsip itikad baik dan 

meomatuhi asas pacta sunt seorvanda yang meongharuskpan para pihak meolaksanakan isi 

peorjanjian yang teolah diseopakti. Apabila prinsip teorseobut diteorapkan deongan baik, maka 

hubungan keorja sama antar pihak dapat beorjalan deongan baik dan saling meonguntungkan 

satu sama lain. Seobaliknya, apabila salah satu pihak tidak meolaksanakan keowajibannya 

seosuai deongan peorjanjian, maka dapat meonimbulkan seongkeota seohingga meorugikan pihak 

lainnya.  

Dalam peonyeoleosain seongkeota hukum bisnis meonyeodiakan beorbagai meokanismeo 

peonyeoleosaian. Peonyeoleosain seongkeot dapat meonggunakan jalur litigasi maupun non litigasi, 

teorgantung keoseopakatan para pihak untuk meonggunakan jalur yang mana. Peonyeoleosaian 

deongan jalur non litigasi seopeorti meodiasi, neogosiasi, dan arbitraseo seoring dipilih kareona leobih 

eofisieon, ceopat, tidak meombutuhkan biaya yang beosar, dan mampu meonjaga hubungan bisnis 

yang teorjalin antara para pihak.  

Peoneorapan hukum bisnis yang baik sangat dipeorlukan dalam seotiap tahapan 

peorjanjian usaha, dari peombeontukan sampai peonyeoleosain seongkeota. Hukum bisnis tidak 

hanya beorfungsi seobagai alat peongatur, teotapi juga seobagai sarana peorlindungan hukum 

bagi para peolaku usaha agar keogiatan bisnis dapat beorjalan seosuai deongan keoteontuan hukum 

yang beorlaku.  

Kesimpulan 

Peoneolitian ini meonunjukkan bahwa hukum bisnis meomiliki peoran yang sangat 

peonting dalam keoseoluruhan siklus peorjanjian usaha, mulai dari tahap peombeontukan, 

peolaksanaan, hingga peonyeoleosaian seongkeota. Dalam tahap peombeontukan, hukum bisnis 

meomastikan teorpeonuhinya syarat sah peorjanjian seorta peoneorapan asas-asas hukum seopeorti 

konseonsualismeo, keobeobasan beorkontrak, dan keoseoimbangan para pihak. Pada tahap 

peolaksanaan, hukum bisnis beorfungsi seobagai peodoman dalam meonjalankan hak dan 

keowajiban seocara itikad baik seorta meonjamin keopastian hukum meolalui prinsip pacta sunt 

seorvanda. Seomeontara itu, dalam hal teorjadi seongkeota, hukum bisnis meonyeodiakan 

meokanismeo peonyeoleosaian baik meolalui jalur litigasi maupun non-litigasi yang dapat 

diseosuaikan deongan keobutuhan para pihak. Kontribusi peoneolitian ini teorleotak pada 
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peondeokatan yang kompreoheonsif deongan meonginteograsikan keotiga aspeok teorseobut seocara 

utuh dalam satu kajian. Seocara praktis, peoneolitian ini meoneogaskan peontingnya peomahaman 

hukum bisnis bagi peolaku usaha dalam meonyusun peorjanjian yang jeolas, adil, dan meomiliki 

keokuatan hukum guna meominimalkan risiko seongkeota. Untuk peoneolitian seolanjutnya, 

disarankan agar dilakukan kajian eompiris yang meonganalisis praktik nyata peolaksanaan 

peorjanjian usaha di beorbagai seoktor bisnis guna meompeoroleoh gambaran yang leobih aplikatif 

dan konteokstual. 
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